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ABSTRAK 

 

Muzara’ah  ialah format kerjasama dalam bidang pertanian 

antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam hal ini petani 

penggarap yang menanami lahan itu dengan biaya dari pemilik lahan 

dan lahan tersebut nanti dibagi hasilnya antara kedua belah pihak 

sesuai kesepakatan dari penggarapan tersebut, seperti fenomena yang 

terjadi di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

berawal dari penggarapan lahan yang terjadi antara kedua belah phiak 

yaitu pemilik lahan dan petani penggarap yang mana ditengah 

perjalanan petani penggarap meninggal dunia sebelum lahan 

garapannya selesai, lahan tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya akan 

tetapi ahli waris tidak mengkonfirmasi apabila telah melanjutkan 

garapan dan tidak menyetor biaya panen. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 

praktik kelola lahan garapan yang digantikan ahli waris di Desa Kusa 

Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus? Bagaimana Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Praktik kelola Lahan garapan yang digantikan 

ahli waris di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui praktik kelola Lahan garapan  yang digantikan ahli 

warisnya dan untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap 

praktik kelola Lahan garapan yang digantikan ahli waris. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) 

yang dilakukan dengan cara mencari informasi yang bersumber dari 

lokasi penelitian di Desa Kusa Kecamatan kota agung Kabupaten 

Tanggamus. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah 

wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti 

melakukan analisis dengan metode deskriftif analisis. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwasanya  

setelah petani penggarap meninggal maka garapan dilanjutkan oleh 

ahli warisnya akan tetapi, setelah garapannya selesai/berakhir ahli 

tetap meneruskan garapan tersebut tanpa konfirmasi kepada pemilik  

lahan serta tidak menyetor hasil panen sehingga penggarapan tersebut 

tidak diakui dan dijadikan permasalahan oleh pemilik lahan, dalam 



 
iii 

 

tinjauan Hukum Islam  praktik muzara’ah tidak sah tidak sah karena 

tidak memenuhi salah satu sarat sah nya muzaraah dalam hal akad, 

yaitu ahli waris  tetap melanjutkan garapan yang waktu 

penggarapannya sudah habis/selesai tanpa sepengetahuan pemilik 

lahan. 

 

Kata Kunci :  Hukum Islam , Akad , Muzara’ah 
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MOTTO 

 

                        

 

 “Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah 

kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan. 

”(Q.S. Al-Waqi’ah :63-64) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul ― Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Praktik Kelola Lahan Garapan Yang Digantikan Ahli Waris  

(Studi Kasus di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus). Untuk memberikan pemaknaan dari 

judul yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis, 

berikut istilah-istilah dari judul penulis yang akan 

diterangkan dibawah ini : 

1. Tinjauan Hukum Islam 

Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan atau 

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan 

seagainya).
1
 Hukum Islam adalah seperangkat norma dan 

aturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi 

Muhammad SAW. Untuk mengatur tingkah laku 

manusia ditengah masyarakatnya
2
. 

2. Praktik Kelola 

Praktik adalah pelaksanaan yang dilakukan secara 

nyata sesuai yang disebutkan didalam teori
3
. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kelola 

adalah mengelola. Arti lainnya dari kelola adalah 

melaksanakan.
4
 

                                                             
1 Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia 

(jakarta: pusat bahasa, 2008).1713 
2 Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 

2017), 12 
3 Hendro Darmawan, dkk, Kamus Ilmiah Populer Lengkap (Yogyakarta: 

Bintang  Cemerlang, 2013), 586. 
4 ―13 Arti Kata Kelola Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),‖ 

kbbi.lektur.id, 2022, https://kbbi.lektur.id/kelola. 
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3. Lahan Garapan 

Dalam ekonomi dan pertanian, lahan mencakup 

semua sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan 

dibawah, maupun di atas permukaan geografis. Garapan 

adalah hasil menggarap  tanah yang diolah.
5
 

4. Ahli Waris 

Waris atau Ahli waris  adalah yang berhubungan 

kekerabatan dengan si pewaris dengan salah satu sebab 

pewarisan.
6
 

Harta warisan atau harta peninggalan yakni harta 

(bergerak atau tidak bergerak) atau hak yang dapat 

dipindahkan dari pewaris kepada ahli warisnya.
7
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan 

orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. 

Dalam mencapai suatu kebutuhan manusia akan berupaya 

untuk menggapainya dengan sebaik mungkin. Untuk 

memenuhi keutuhan hidup manusia seperti kebutuhan 

primer, sekunder, dan tersier dapat dilakukan dengan cara 

saling bekerja sama.  

Terdapat banyak jenis kerjasama dalam Islam untuk 

pemenuhan keubutuhan hidup, salah satunya dalam sektor 

pertanian yang merupakan salah satu sumber ekonomi 

manusia yang banyak diterapkan di kehidupan masyarakat, 

seperti kerjasama mengolah lahan pertanian antara pemilik 

                                                             
5 Site Default, ―Pengertian Lahan Garapan,‖ ilmugeografi.com, n.d., 

https://ilmugeografi.com/author/maya. 
6 Muhammad BAGIR, Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah 

(JAKARTA SELATAN: PT Mizan Publika, 2016). 346 
7 Ibid. 347 
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dengan penggarap atau dalam hukum Islam deikenal dengan 

Muzaraah. 

Kerjasama dalam bentuk muzara‟ah  ialah format 

kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan 

dengan petani penggarap. Dalam hal ini penggaraplah yang 

menanami lahan itu dengan biaya dari pemilik lahan, 

tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah 

pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan 

tersebut.
8
 

Akad muzaraah apaila ditelaah secara mendalam 

bisa dijadikan salah satu bentuk akad tolong menolong 

antara pemilik lahan yang tidak bisa menggarap lahannya 

kepada petani penggarap yang tidak mempunyai lahan 

dengan ketentuan yang telah disepakati dari pemilik lahan 

kepada petani penggarap. Sebagaimana firman Allah St 

dalam surah az-Zukhruf ayat 32 : 

                         

                     

                   

 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar 

sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. 

Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan. 

                                                             
8 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer 

(Teori Dan Praktek), (UIN-Maliki Press, 2018), 89 
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Berdasarkan pendapat Hanafiah Muzara‘ah ialah 

akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar 

dari bumi. kemudian pendapat Hanabilah Muzara‘ah ialah 

pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk 

ditanami dan yang bekerja diberi bibit. ulama Malikiyah 

berpendapat muzaraah berarti perserikatan dalam akad 

pertanian.
9
 Bekerja sama kepada manusia akan memperoleh 

keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan di antara 

keduanya selama tidak melanggar rukun dan syaratnya serta 

ketentuan yang berlaku didalam kesepakatannya. 

Menurut  pendapat tersebut akad muzaraah bertujuan 

untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan 

saling bekerja sama untuk mengelola lahan pertanian atas 

dasar bagi hasil ,rukun dan syaratnya berlaku. Adapun rukun 

dan syarat muzaraah yaitu adanya pihak yang erakad 

(pemilik lahan dan penggarap) , objek dalam muzaraah, 

sighat (ijab kabul). Dan apaila salah satu pihak atau sujek 

meninggal dunia maka berakhirlah akad muzaraah tersebut. 

Berdasarkan pengamatan langsung, sebagian 

masyarakat yang ada di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus adalah petani dan buruh tani. 

Masyarakat atau warga terdiri dari penduduk asli yang 

memiliki lahan, warga pendatang yang kemudian membeli 

lahan dan masyarakat yang tidak memiliki lahan yang 

pindah ke desa tersebut dan menetap disana. Untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya para petani dan buruh tani di 

desa Kusa yang tidak memiliki lahan meminta izin kepada 

pemilik lahan saling membantu antara dan bekerja sama 

untuk menggarap lahannya demi memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan keluarganya dengan menggunakan  akad 

muzara‟ah.  

                                                             
9 Ibid. 88 
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Praktiknya ketika proses penggarapan berlangsung 

petani penggarap meninggal dunia sebelum garapan 

lahannya selesai, dengan kasus seperti ini pemilik lahan 

mempertanyakan tentang status garapan seorang musta‟jir 

yang meninggal dunia tersebut. Di sisi lain anak dari 

penggarap lahan  langsung meneruskan garapan dari pemilik 

lahan. Tetapi pelaksanaannya anak yang meneruskan 

garapan tersebut tidak memberitahu kepada pihak pemilik 

lahan bahwa dia meneruskan garapan ayahnya yang telah 

meninggal. Selain itu juga ahli waris tidak mengkonfirmasi 

bagaimana terkait perpanjangan kontrak serta tidak 

memberikan hasil panen kepada pemilik lahan yang mana 

pada perjanjian awalnya hasil panen di bagi dua antara 

petani penggarap dan pemilik lahan. 

 Pada perjanjian ini akad yang sebelumnya dilakukan 

oleh pemilik lahan dan penggarap lahan hanya berupa lisan 

yang mana penggarap lahan meminta kepada pemilik lahan 

untuk menyewakan lahannya untuk dikelola dan diambil 

manfaatnya serta tidak ada keterangan bagaimana status 

penggarapan lahan jika di kemudian hari musta‟jir 

meninggal dunia sehingga peraktik seperti ini dalam 

beberapa kasus dijadikan permasalahan oleh pemilik lahan. 

Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik 

serta ingin mengangkat judul: “ Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Praktik Kelola Lahan Garapan Yang 

Digantikan Ahli Waris (Studi Kasus di Desa Kusa 

Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus )” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus 

penelitian ini adalah membahas bagaimana Praktik kelola 
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Lahan garapan yang digantikan ahli waris dan sub-fokus 

penelitian di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka 

hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana praktik kelola lahan garapan yang digantikan 

ahli waris di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik 

kelola Lahan garapan yang digantikan ahli waris  di Desa 

Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas tujuan 

dalam penulisan ini diantaranya: 

1. Untuk mengetahui praktik kelola Lahan garapan  yang 

digantikan ahli waris di Desa Kusa Kecamatan Kota 

Agung Kabupaten Tanggamus 

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap 

praktik kelola Lahan garapan yang digantikan ahli waris 

di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah 

wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat 
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dijadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya, dan 

dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang 

ilmu pengetahuan khususnya terhadap praktik 

pengelolaan lahan garapan yang digantikan ahli warisnya  

di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus. 

2. Secara Praktis 

Secara peraktis penelitian ini dimaksudkan sebagai 

suatu sarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana 

S.H. pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

1. Skripsi tentang penggarapan sawah yang ditulis oleh 

Andi Arwini (2014) dari Universitas Islam Negeri 

Alaudin Makassar dengan judul ― Sistem Bagi Hasil 

(Muzara‘ah) pada Masyarakat Petani Penggarap dan 

Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec. Turatea Kab. 

Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam.
10

 ―Salah 

satu bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil yang 

diterapkan di Desa Tanjonga adalah si A memberikan 

tanah kepada si B untuk digarap dengan ketentuan serta 

prosentase pembagian hasil yang telah disepakati 

bersama. Sementara  adalah si A memberikan lahan 

kepada si B, dengan ketentuan si B meminjamkan dana 

kira-kira seharga dengan lahan kepada si A dengan 

jangka waktu tertentu dengan perjanjian seluruh hasil 

produksi selam masa peminjaman si A pada si B diambil 

                                                             
10 Andi Arwini, ―Sistem Bagi Hasil (Muzara‘ah) Pada Masyarakat Petani 

Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto 

Menurut Tinjauan Hukum Islam, ― (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin 

Makassar, 2014),3. 
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seluruhnya oleh si B. Bentuk bagi hasil lainnya antara 

lain seperdua, sepertiga dan seperempat atau sistem bagi 

hasil sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga 

untuk petani penggarap, jika seluruh biaya pengolahan 

lahan di tanggung oleh petani penggarap. Tetapi jika 

sebaliknya, yakni seluruh biaya yang dibutuhkan dalam 

proses pengelolaan lahan ditanggung oleh pemilik lahan, 

maka dua pertiga untuk pemilik lahan dan sepertiga 

untuk petani penggarap. Pembagian ini dilakukan 

setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan 

selama pengurusan lahan atau tanah. 

2. Musdalipa (2021) yang berjudul ―Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Kerja Sama Garapan Dare‘ Barelle di 

Tiroang Kabupaten Binrang‖.
11

 dalam skripsinya 

dijelaskan bahwa praktik kerja sama penggarapan lahan 

pertanian pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang 

dalam pelaksanaan akad dalam melakukan kerja sama 

mayoritas masyarakatnya masih dibuat dalam bentuk 

tidak tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan 

setempat, namun dalam bagian kecil proses akadnya 

sudah ada dibuat dalam bentuk tertulis. Sistem kerja 

sama yang diterapkan masyarakat tiroang dalam 

penggarapan lahan pertanian mencakup tiga sistem yaitu 

sistem mukhabarah , muzara‟ah dan ijarah. Namun 

dalam penelitian nya masyarakat tiroang lebih banyak 

menggunakan sistem kerja sama mukhabarah. 

3. Skripsi dari Evi Suntari (2018), ‖Analisis Hukum Islam 

Terhadap Penggarapan lahan di Desa Temon Kecamatan 

Ponorogo Kabupaten Sawoo‖.
12

 dalam skripsinya 

                                                             
11 B A B Iv, Hasil Penelitian, and D A N Pembahasan, ―Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Garapan Dare‘ Barelle,‖ n.d., 42–62. 
12 Evi Suntari and M Ag, ―INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) 

PONORGO,‖ 2018.  
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dijelaskan bahwa Penggarapan lahan menggunakan 

sistem paroan dengan petani penggarap yaitu separo 

benih, obat, dari pemilik lahan dan separonya lagi dari 

petani penggarap. Dan pembagian bagi hasil yaitu 

separo untuk pemilik lahan dan separo lagi untuk petani 

penggarap dan tenaga keseluruhan berasal dari petani 

penggarap. Penggarapan lahan dengan sistem paroan 

dilakukan ketika pemilik lahan tidak mampu untuk 

mengolah lahannya kemudian ia menyerahkan kepada 

seseorang yang sanggup dan mampu untuk menggarap 

lahannya, atau kadang-kadang si petanilah yang mencari 

lahan untuk digarap karena ia sangat membutuhkan. 

Setelah kedua belah pihak mendapatkannya, maka pada 

saat itu terjadi kesepakatan tentang tata cara 

penggarapan lahan dengan sistem paroan dan 

pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan.  

Pihak penggarap menerima perjanjian seperti itu karena 

ia merasa sangat membutuhkan hasil panen tersebut dan 

mereka tidak mempunyai lahan lagi untuk dikelola atau 

ditanami. Selain itu mereka juga membutuhkan 

pekerjaan dan hanya dalam bidang pertanianlah keahlian 

yang mereka miliki. Setelah terjadi kesepakatan diantara 

kedua belah pihak, maka timbullah perjanjian yang 

mengikat.  Kesepakatan yang dilakukan masyarakat 

desa Nglayang tergantung pada musim tanam, bisa 

musim rendengan, walikan ataupun musim telonan, 

tergantung keinginan pemilik tanah. 

4. Skripsi dari Audra laili (2018), yang berjudul ‖Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan 

Lahan Pertanian Studi si Kampung Simpang Asam 
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Kecamatan Banjit Kabupaten Way kanan‖.
13

 yang 

menjelaskan tentang pengelolaan lahan dengan sistem 

bagi hasil ini biasanya dilakukan dalam satu keluarga 

yang memiliki lahan persawahan dengan cara mengundi 

jatah menggarap sawah tersebut berdasarkan nomor urut 

yang telah diambil dalam jangka waktu satu tahun per 

bagian tanpa mempertimbangkan sistem perairan 

(irigasi) yang telah dijatah oleh Dinas Pekerjaan Umum 

yang bergantian dengan daerah lain. Apabila tidak 

mendapatkan jatah perairan pada bagian tahun itu maka 

lahan persawahan tersebut ditanami oleh palawija atau 

lahan tersebut tidak dikelola. 

Setelah penyususn melakukan penelusuran terhadap 

judul skripsi dan kesimpulannya diatas, maka penelitian 

yang akan penulis teliti dengan judul ―Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Praktik Kelola Lahan Garapan Bagi 

Pengelola Yang Meninggal (Studi Kasus di Desa Kusa 

Kecamatan Kota Agung Kaupaten Tanggamus)‖, belum 

pernah diteliti oleh peneliti – peneliti sebelumnya. 

Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah 

sama–sama membahas berkaitan dengan penggarapan 

lahan. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan 

ketiga penelitian sebelumnya adalah terletak pada 

tinjauan hukum islam, perjanjian dan pembagian 

hasilnya. 

 

 

 

 

                                                             
13 Audra Laili, ―Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil 

Pengelolaan Lahan Pertanian Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit 

Kabupaten Way Kanan,‖ (Skripsi,UIN Raden Intan Lampung, 2018). 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan 

(Field Research)). Penelitian lapangan merupakan 

suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang 

berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat 

alami.
14

 Penelitian Field Research dilakukan dengan 

cara mencari informasi yang bersumber dari lokasi 

penelitian. Dalam penelitian ini bersumber di Desa 

Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini bersifat deskriftif analitis 

yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan membuat gambaran, secara sistematis dan 

objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri 

serta hubungan  diantara unsur-unsur yang ada atau 

fenomena tertentu. 

Penulis akan memaparkan secara lebih 

spesifik mengenai praktik kelola lahan garapan bagi 

pengelola yang meninggal di desa kusa kecamatan 

kota agung kabupaten tanggamus. 

2. Sumber Data  

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer 

                                                             
14 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif  (Makassar: Syakir 

Media Pres,2021),  30. 
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Sumber data primer merupakan data yang 

diperoleh dari sumber utama. Data primer adalah 

hasil wawancara dan pengamatan.
15

 Data primer 

diperoleh dari responden dan informan serta 

narasumber.
16

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang berasal 

dari kepustakaan.
17

 Sumber hukum sekunder berupa 

buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap judul 

penelitian.
18

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristek tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
19

 Populasi dalam penelitian ini 

adalah penggarap lahan dan pemilik lahan di Desa 

Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

yang berjumlah 6 orang yang terbagi dua sebagai  

pemilik lahan dan  penggarap, satu orang sebagai 

                                                             
15 Nova Puspita Sari et al., ―Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian 

Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,‖ 
2022, 15–30. 

16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Pres, 2020).89 
17 Ibid.,111 
18 Herlina Kurniati, Marnita Marnita, and Aida Apriliany, ―Upah Jasa 

Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif 

Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar 

Lampung),‖ Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 12, no. 1 (2020): 261–62, 
https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279. 

19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2013). 80 
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Ketua Adat, satu orang tetangga, dan dua orang 

Kadus sekaligus sebagai petani Desa. 

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sebagian dan 

mewakili dalam batasan di atas merupakan dua kata 

kunci dan merujuk kepada semua ciri populasi dalam 

jumlah yang terbatas pada masing?masing 

karakteristiknya.
20

 

Menurut suharsimi Arikunto apabila populasi 

kurang dari 100 maka sampel diambil semuanya 

(sampel total). Jika populasi diatas 100 maka diambil 

10%-13% atau 20%-25%. Berdasarkan dari penetuan 

jumlah sampel yang sudah dijelaskan penulis akan 

mengambil sampel 100% dikarenakan populasi yang 

tersedia kurang dari 100 yaitu kurang lebih ada 6 

orang, yang dilakukan dimasyarakat Desa Kusa 

Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara (inter- view) adalah suatu 

kejadian atau suatu proses interaksi antara 

pewawancara (in-terviewer) dan sumber 

informasi atau orang yang diwawancarai (in-

tervieweer) melalui komunikasi langsung.
21

 

Dalam praktiknya model penelitian ini dengan 

teknik observasi penulis sudah mempersiapkan 

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

                                                             
20 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian 

Gabungan (Kencana, 2017), 150  
21 Ibid.,372 
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masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian 

ini penlis akan mewawancarai pemilik lahan dan 

penggarap lahan. 

b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan cara mempelajari 

catatan-catatan atau dokumen.
22

 Dalam hal ini 

penulis mengumpulkan data-data, catatan-catatan 

serta dokumen yang diperoleh dari wawancara 

dengan masyarakat desa Kusa Kecamatan Kota 

Agung Kabupaten Tanggamus. 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah terkumpul kemudian data diolah , 

pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Pemeriksaan Data 

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah 

terkumpul kemudian di periksa kemali apakah 

data-data yang terkumpul sudah relevan dengan 

masalah yang ada di Desa Kusa Kecamatan Kota 

Agung Kabupaten Tanggamus. 

b. Sistematisasi Data 

Yaitu mensistematisasi serta menjabarkan 

secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan 

didata yaitu tentang praktik kelola lahan garapan 

yang digantikan ahli waris di Desa Kusa 

                                                             
22 Panky Pradana Sukandar and Rahardja, ―Pengaruh Ukuran Dewan Direksi 

Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good 

Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2012),‖ Diponegoro Journal Of Accounting 3, no. 

3 (2014): 1–7,  
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Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

dengan metode kualitatif untuk mengetahui 

bagaimana sistem pelaksanaan pengelolaan lahan 

garapan. 

6. Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah 

menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data yang 

sudah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan, metode 

deskriftip analisis kualitatif dengan cara bertahap sesuai 

dengan penelitian, yaitu praktik pengelolaan lahan 

garapan bagi pengelola yang meninggal menurut 

tinjauan hukum islam yang akan mengkaji menggunakan 

metode deskriftip analisis berdasarkan teori Muzara‟ah. 

Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui tentang praktik penggarapan lahan bagi 

pengelola yang meninggal. Tujuannya dapat dilihat dari 

sudut hukum islam, yaitu agar dapat memberikan 

pemahaman  mengenai sistem penggarapan lahan atau 

muzara‟ah dan objeknya yaitu lahan pertanian dalam 

tinjauan hukum islam. 

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis 

data sebagai ―upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 

kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan 

bagi orang lain. Data yang diperoleh dilapangan 

selanjutnya di analisa dengan menggunakan teknik 

analisis kualitatif.
23

 

                                                             
23 Ahmad Rijali, ―Analisis Data Kualitatif,‖ Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 

17, no. 33 (2019): 81  
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Pengembangan kualitatif yang bersifat induktif yaitu 

pengembangan konsef berdasarkan data yang ada.
24

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam 

penelitian ini yaitu: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi 

penegasan judul, 

latar belakang, identifikasi masalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang 

berkaitan tentang muzara‟ah. Didalam bab ini terdiri dari 2 

sub bab yaitu akad dan Muzara‟ah. Sub bab akad  diawali 

dengan pembahasan tentang pengertian akad, dasar hukum 

akad, rukun dan syarat akad, tujuan akad, macam-macam 

akad, asas dan prinsip akad, unsur-unsur akad, berakhirnya 

akad dan hikmah akad. Sedangkan untuk sub bab muzara‟ah 

berisi tentang pengertian muzara‟ah, dasar ukum muzara‟ah, 

rukun dan syarat muzara‟ah, akibat akad muzara‟ah, 

eksistensi muzara‟ah, perbedaan muzara‟ah, musaqah dan 

mukhabarah, berakhirnya akad muzara‟ah, hikmah 

muzara‟ah. 

Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian. 

Dalam bab ini terdiri 2 sub bab yaitu gambaran lokasi 

penelitian dan praktik kelola lahan garapan yang digantikan 

ahli warisnya di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus. 

                                                             
24 Triadi Sya‘dian, ―Analisis Semiotika Pada Film Laskar Pelangi,‖ 

PROPORSI : Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif 1, no. 1 (2015): 51,  
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Bab keempat merupakan hasil penelitian dan 

pembahasan yang berisi analisis data dari sub bab praktik 

kelola lahan garapan yang digantikan ahli warisnya yang 

terjadi di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus  dan tinjauan hukum islam tentang praktik 

kelola lahan garapan yang digantikan ahli warisnya yang 

terjadi di Desa Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten 

Tanggamus. 

Bab kelima merupakan penutup, yang meliputi 

kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad  

1. Pengertian Akad 

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena 

akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan 

kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan 

kehendak pihak lain.
25

 Akad dalam bahasa arab (دقع) 

berarti ―ikatan‖ (atau pengen-cangan dan penguatan) 

antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu 

bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi 

maupun dari dua sisi.
26

 

Adapun al-„aqd  menurut bahasa berarti ikatan, 

lawan katanya pelepasan atau pembubaran. Mayoritas 

fukaha meng artikannya gabungan ijab dan kabul, dan 

penghubungan antara keduanya sedemikian rupa 

sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan 

dengan akibat-akibat nyatanya.
27

 

Pengertian akad secara istilah terbagi menjadi 

pengertian umum dan khusus. 

a. Pengertian umum 

Akad dalam pengertian umum menurut para 

fuqaha Malikiyah, syafi‘iyah dan hanabiyah adalah: 

                                                             
25 Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah (Jakarta, 

Rumah Fiqih Publishing, 2019). 10 
26 Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, Fikih Muamalah: Teori Dan 

Implementasi, 2019. 17 
27 Ibid.,18 
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كل ما عزما المرء على فعلله سىاءصد ر باراداة  منفردة كالىقف 

ولاءبراء والطلا ق وليمين ام احتاج إرادتين ف إنثاءله كالبيح 

  والايجارا والتىكيل والرهن

 “ segala yang diinginkan manusia untuk 

mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu 

pihak seperti, wakaf, pembebasan, thalaq, atau 

bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, 

wakala, dan rahn. Pengertian akad dalam makna khusus 

adalah ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang 

disyari‟atkan yang memberikan pengaruh terhadap 

objeknya”.
28

 

 

b. Pengertian khusus 

Akad adalah janji atau kontrak, yang bermakna 

sebagai kewajiban hukum dari salah satu pihak kepada 

pihak lain yang membuat kontrak.
29

 Atau sistem kerja 

sama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada 

pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa 

keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan 

tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan 

kesepakatan 

 ربط إيجاب بقبىل آوما يقىم مقا مهما على وجه مشروع

“Pertalian antara ijab dan kabul atau yang sejajar 

dengan keduanya dengan cara yang dibenarkan oleh 

syara‟.
30

” 

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan 

ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak 

                                                             
28 Rozalinda, Fikih Ekonomi Muamalah (jakarta: Rajaali Pers, 2017). 6 
29 Septarina Budiwati, ―Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah,‖ 

Jurnal Jurisprudence 7, no. 2 (2018): 152–59, 

https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095. 154 
30 Wahab, Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah.  9 
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atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada 

objeknya.
31

 

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat dipahami 

bahwa akad merupakan  suatu perbuatan yang sengaja 

dibuat oleh dua pihak atau lebih yang berjanji sesuai 

dengan kesepakatan  atas dasar  keridhaan masing-

masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat 

hukum baru bagi mereka yang berakad sesuai dengan 

kesepakatan di awal perjanjian. 

2. Dasar Hukum Akad 

Surah Ali Imran Ayat : 76 

                      

 “Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan 

bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang bertakwa.” 

Surah Al-Anfal ayat : 8 

                     

“Agar Allah menetapkan yang benar (Islam) dan 

menghilangkan yang batil (syirik), walaupun para 

pendosa (musyrik) itu tidak menyukai(-nya).” 

 

                     

                        

                                                             
31 Tim Penyusun, ―Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah (Kumpulan Makalah 

Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah),‖ 2016, 1–248. 
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                       

                

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

(QS Al-Baqarah/2: 282) 

 

3. Rukun dan Syarat Akad 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad 

adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan 

akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya 

akad tidak dikategorikan rukun, sebab keberadaannya 

sudah pasti.
32

 

Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan 

untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di 

antara dua pihak atau lebih, sehingga terhindar atau 

keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara‘.
33

 

Setiap rukun pasti memerlukan syara-syarat supaya 

pemenuhan dari unsur-unsur rukun tersebut bisa 

berfungsi dalam membentuk suatu akad. Menurut ulama 

fiqh ada tiga hal yang menjadi isyarat ijab kabul supaya 

memiliki kepastian hukum, yaitu: 

                                                             
32 Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan 

Dialektika Kontemporer, K-Media, vol. 53, 1981. 24 
33 Muhammad Harfin Zuhdi, ―Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi 

Ekonomi Islam,‖ IqtIshaduNa Jurnal Ekonomi Syariah viii, no. 2 (2017): 77–115, 

https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167. 
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a. Jala‟ul ma‟na, yaitu tujuan yang terkandung dalam 

pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis 

akad yang dikehendaki.
34

 

b. Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan 

kabul. Maksud yang terkandung dalam lafal ijab 

harus sama dengan maksud yang terkandung dalam 

lafal kabulnya.
35

 

c. Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul 

menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak 

ragu, dan tidak terpaksa. 

d. Ijab kabul harus tersambung dalam satu majelis. 

Majelis akad menurut Wahbah az- Zuhaili adalah 

situasi di mana pihak-pihak yang berakad sedang 

melaksanakan proses akad itu sendiri.
36

 

4. Tujuan Akad 

Tujuan melakukan perbuatan menyusun akad adalah 

maksud utama yang disyariat- kan akad itu sendiri. 

Dikatakan demikian, karena tujuan yang akan dicapai 

dalam penyusunan akad ditentukan oleh jenis akad yang 

akan digunakan.
37

 

Setiap jenis akad memiliki tujuan tertentu yang 

ditetapkan oleh syara‘. Contohnya akad jual-beli 

tujuannya adalah pemindahan kepemilikan barang yang 

diperjual-belikan kepada pembeli dengan pembayaran 

‗iwadh, akad sewa-menyewa tujuannya adalah 

pemindahan kepemilikan hak guna dengan disertai 

pembayaran ‗iwadh, tujuan akad hibah adalah 

pemindahan kepemilikan suatu benda tanpa ‗iwadh, 

                                                             
34 Wahab, Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah. 23 
35 Ibid., 24 
36 Ibid., 25 
37 Siregar and Khoerudin, Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi. 21 
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tujuan akad i‘arah (pinjam-meminjam) adalah 

pemindahan kepemilikan hak guna suatu benda tanpa 

‗iwadh, sedangkan tujuan akad nikah adalah halalnya 

istimta‘ antara suami-istri.
38

 

Berikut adalah beberapa syara-syarat supaya Akad 

bisa di pandang sah : 

a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah 

ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad 

yang diadakan; 

b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya 

pelaksanaan akad; dan 

c. Tujuan akad harus dibenarkan syara:.
39

 

5. Macam-Macam Akad 

1. ‗Aqad munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan 

langsung pada saat selesainya akad. 

2. ‗Aqad Mu‟alaq, yaitu akad yang dalam 

pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan 

dalam akad. 

3. Aqad mudhaf, yaitu akad yang dalam 

pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai 

penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang 

pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang 

ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada 

waktu akad.
40

 

 

 

                                                             
38 Wahab, Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah. 28 
39 Ibid., 29 
40 Siregar and Khoerudin, Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi. 38 
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Macam-Macam akad jika kita lihat dari segi 

keabsahannya sebagai berikut : 

a. Akad Shahih 

Akad shahih adalah akad yang telah 

memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. 

Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya 

seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu 

dan mengikat pada pihak- pihak yang berakad.
41

 

b. Akad tidak Shahih 

Akad yang tidak shahih adalah akad yang 

terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- 

syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad 

itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak 

yang berakad.
42

 

6. Asas dan Prinsip-Prinsip Akad 

Istilah asas berasal dari bahasa arab yang berarti 

dasar atau 

landasan, sedangkan secara terminologi, yang dimaksud 

dengan asas adalah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan 

pertimbangan untuk melakukan perbuatan. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya akad  

merupakan bagian dari ilmu mu‘amalah, maka 

seharusnya kita bermuamalah harus diiringi dengan 

sikap kejujuran supaya tindakan sosial bermasyarakat 

kita tidak hanya sebatas duniawi saja namun dengan 

melakukan kejujuran kita bisa mendapaatkan nilai 

ibadah di sisi allah SWT.  

                                                             
41 Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan 

Dialektika Kontemporer.38 
42 Ibid., 39 
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Secara umum, asas dan prinsip akad dalam ekonomi 

Islam diklasifikasikan menjadi dua bagian; pertama, 

asas-asas akad yang bersifat umum yang tidak berakibat 

hukum dan kedua, asas-asas akad yang bersifat khusus 

dan memiliki implikasi hukum. 

7. Unsur-Unsur Akad 

Dalam hukum Islam, unsur-unsur yang dapat 

membentuk sesuatu disebut rukun akad adalah unsur-

unsur yang membentuk akad, sehingga akad itu terwujud 

karena adanya 

unsur-unsur yang membentuknya. Menurut ahli-ahli 

hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad 

itu ada empat, yaitu ; (1) para pihak yang membuat akad 

(al-„aqidan), (2) pernyataan kehendak /kesepakatan para 

pihak (shigatul-aqd), (3) obyek akad (mahallul-„aqd) 

,dan (5) tujuan akad (maudhu al-„aqd). Rukun-rukun ini 

harus ada untuk terjadinya akad.
43

 

8. Berakhirnya Akad 

Suatu akad dapat dinyatakan berakhir apabila 

tujuannya sudai selesai/tercapai. Misalnya seperti akad 

upah , upah akan diberikan kepada pekerja/buruh  jika 

pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh telah selesai. 

Berikut adalah sebab-sebab berakhirnya akad yang 

dijelaskan secara lebih terperinci : 

1. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila 

akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. 

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila 

akad tersbeut sifatnya tidak mengikat. 

                                                             
43 Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah.‖, 154 
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3. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat 

dianggap berakhir jika : 

a. Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat 

unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau 

syaratnya tidak terpenuhi, 

b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
44

 

9. Hikmah Akad 

Terwujudnya kesepakatan  antara kedua belah pihak 

yang saling menguntungkan serta komitmen atas 

perjanjian yang telah disepakati di awal  

Berikut adalah hikmah dari suatu akad diantaranya 

ialah: 

a. Adanya ikatan yang Powerful antara dua orang 

atau lebih di dalam bertransaksi atau mempunyai 

sesuatu. 

b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan 

suatu ikatan perjanjian, sebab telah di atur oleh 

syar‘i. 

c. Akad merupakan ―payung hukum‖ di dalam 

kepemilikian sesuatu, sampai-sampai pihak lain 

tidak bisa menggugat atau memilikinnya‖.
45

 

 

B. Muzara’ah 

1. Pengertian Muzara’ah 

Muzara‟ah adalah Akad kerja sama pengolahan 

pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan 

pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si 
                                                             

44 Ibid., 40 
45 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer 

(Teori Dan Praktek). 
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penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengna 

imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya 

berasal dari pemilik lahan; Aplikasi dalam lembaga 

keuangan syariah, muzara‘ah merupakan produk khusus 

yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis. 

Al-muzara‟ah sering kali diidentikkan dengan 

mukhabarah. Di antara keduanya terdapat sedikit 

perbedaan sebagai berikut: Muzara‟ah: benih dari 

pemilik lahan. Mukhabarah: benih dari penggarap.
46

 

Muzara‘ah menurut bahasa adalah Al-Muzara‟ah 

yang memiliki dua arti, pertama ialah Tharh Al-Zur‟ah 

(melemparkan tanaman), maksudnya ialah Al- Hadzar 

(modal).Makna yang pertama ialah makna majas dan 

makna yang kedua ialah makna hakiki‖.
47

 

Berdasarkan pendapat Hanafiah Muzara‟ah ialah 

akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar 

dari bumi. Berdasarkan pendapat Hanabilah Muzara‟ah 

ialah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan 

tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. 

Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah berarti 

perserikatan dalam akad pertanian.
48

 

Muzara‟ah  Akad kerja sama pengolahan pertanian 

antara pemilik lahan dan penggarap dengan pemilik 

lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap 

untuk ditanami dan dipelihara dengna imbalan tertentu 

                                                             
46 Ahmad Ifham Sholihin, Ekonomi Syariah (Jakarta: : Gramedia Pustaka 

Utama, 2010). 544 
47 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer 

(Teori Dan Praktek). 
48 Ibid., 88 
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(nisbah) dari hasil panen yang benihnya berasal dari 

pemilik lahan;.
49

 

Al-muzara‟ah sering kali diidentikkan dengan 

mukhabarah. Di antara keduanya terdapat sedikit 

perbedaan sebagai berikut: Muzara‘ah: benih dari 

pemilik lahan. Mukhabarah: benih dari penggarap.
50

 

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan 

bahwasannya muzara‟ah adalah bentuk kerja sama lahan 

pertanian untuk digarap dengan imbalan tertentu. Ada 

perberdaan antara mukhabarah dan muzara‟ah jika 

mukhabarah bibit nya dari penggarap tetapi jika 

muzara‟ah bibit nya dari pemilik lahan akan tetapi 

keduanya merupakan suatu kerja sama lahan pertanian. 

Sistem kerja sama dalam istilah di pedesaan yang 

sering kita kenal adalah paroan lahan yang dimana 

sistem paroan lahan seperti ini masih terjadi di tiap tiap 

Desa di Indonesia dengan praktik dan sistem yang 

berbeda-beda sesuai dengan tempat dan lingkungannya 

apakah memakai muzara‟ah atau mukhabarah. 

2. Dasar hukum Muzara‘ah 

Dalil-dalil yang menyatakan tentang dibolehkannya  

Muzāra‟ah  antara lain sebagai berikut: 

Al-Qur‘an Surat al-Waqi‘ah ayat 63-64  

                          

Artinya Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu 

tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami 

yang menumbuhkan? 
                                                             

49 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, ( Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama ,2010), 543 
50 Ibid., 544 
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Ayat di atas menjelaskan  bahwa bagi semua 

tanaman tersebut di atas, kedudukan manusia hanya 

sekadar sebagai penanamnya, memupuk dan 

memeliharanya dari berbagai gangguan yang membawa 

kerugian. Tetapi kebanyakan manusia lupa terhadap 

siapakah yang menumbuhkan tanaman tersebut. 

Siapakah yang menambah panjang akarnya menembus 

ke dalam tanah, sehingga pohon tersebut dapat berdiri 

tegak? Siapakah yang menumbuhkan daun dan 

dahannya? Siapa pula yang menumbuhkan bunga dan 

buahnya? 

Al-Qur‘an Surat Al-Maidah ayat: 2  

                           

                  

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 

siksaan-Nya. 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya kita 

dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan yang baik serta tidak 

dianjurkan untuk bermusuhan dan jangan melakukan 

tolong-menolong yang akan menimbulkan perbuatan 

dosa karna itu dilarang, serta bertakwalah kepada Allah, 

apabila kita melakukan perbuatan yang dilarang Allah 

maka siksaan nya amatlah berat. 

 

 



 

 

 
  

31 

Al-Qur‘an Surat Al-Jum‘ah ayat: 10 

                    

                 

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah 

kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah 

sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. 

 

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah 

selesai melakukan salat Jumat, umat Islam boleh 

bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan 

duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, 

sesudah menunaikan yang bermanfaat untuk akhirat. 

Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam 

mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari 

kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya. Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi 

apalagi yang tampak nyata 

3. Rukun dan Syarat Muzara‟ah 

Berdasarkan Konsensus ulama terdapat empat rukun 

dalam Muzara‘ah, diantaranya ialah: 

a. Pemilik tanah  

b. Petani penggarap 

c. Objek Al-Muzara‟ah 

d. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan‖.
51
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Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun 

mujara‟ah adalah ijab dan qabul yang menunjukan 

keridaan diantara keduanya. 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mujara‟ah dan 

musyaqah tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi 

cukup dengan mengerjakan tanah. Maka hal itu sudah 

dianggap qabul.
52

 

Sedangkan syarat-syarat  muzara‟ah yaitu  

a. Cakap dalam melakgukan akad, yaitu baligh dan 

berakal 

b. Tanah yang ditanami harus jelas bata-batasnya, 

cocok untuk ditranami. 

c. Pembagian kedua belah pihak harus jelas 

d. Hasil panen milik berserikat antara pemilik tanah dan 

petani penggarap 

e. Hasil panen berasal dari benih yang ditanam ditanah 

tersebut.
53

 

Pendapat lain dari kalangan ulama golongan 

Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau 

keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi, 

Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-

Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini. 

Karena menurut mereka, akad Muzara'ah boleh 

dilakukan antara muslim dan non-muslim termasuk 

orang murtad.
54
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Syarat yang menyangkut benih yang akan 

ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan 

kebiasaan tanah itu - benih yang ditanam itu harus 

jelas dan akan menghasilkan.
55

  

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga 

harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena 

akad muzdra 'ah mengandung makna akad ijdrah 

dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, 

jangka waktunya harus jelas. Untuk menentukan 

jangka waktu ini,biasanya disesuaikan dengan adat 

kebiasaan setempat.
56

 

4. Akibat akad muzara‟ah 

Bila mana petani penggarap dan pemilik lahan  telah 

memenuhi syarat dan rukun muzara‟ah maka dampak 

dari akibat hukum akad muzara‘ah sebagai berikut: 

a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan ongkos 

benih dan pemeliharaan pertanian tersebut 

b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta 

biaya 

pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan 

pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian 

masing-masing 

c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan 

bersama 

d. Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan 

bersama dan bilamana tidak terdapat kesepakatan, 

berlaku kebiasaan ditempat masing-masing 

                                                             
55 Ibid. 105 
56 Ibid. 105 



 

 

 
  

34 

e. Bilamana salah seorang meninggal dunia sebelum 

panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan 

yang meninggal kdiwakili oleh ahli warisnya. Lebih 

lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli 

waris, apakah akan diteruskan atau tidak.
57

 

5. Eksistensi Muzara‟ah 

a. Diperbolehkan muzara‟ah jika tanah dan benih 

berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat 

penggarap berasal dari penggarap 

b. Diperbolehkan muzara‟ah jika tanah dari seseorang, 

sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari 

penggarap 

c. Diperbolehkan muzara‟ah jika tanah, benih, dan alat 

penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan 

berasal dari penggarap 

d. Mujara‘ah tidak boleh jika tanah dan hewan berasal 

daripemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan 

berasal dari penggarap   

6. Perbedaan Muzara‟ah Mukhabarah dan Musaqah 

Berdasarkan pendapat Sulaiman Rasyid, Muzara‟ah 

ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau 

telterdapatng dengan imbalan sebagian hasilnya 

(seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya 

pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. 

Sementara Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang 

lain) seperti sawah atau  lahan dengan imbalan sebagian 

hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). 

Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung 

                                                             
57 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer 

(Teori Dan Praktek). 93 



 

 

 
  

35 

orang yang mengerjakannya.
58

 musyaqah ialah 

akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang 

mana penggarap lahan harus Merawat, memelihara dan 

menjaga perkebunan atau sawah, tambak dan lain 

sebagainya (petani) dari hasil tersebut dibagi menjadi 

dua, sesuai dengan kesepakatan keduanya, yang sesuai 

dengan akad Musyaqoh.
59

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

muzara‟ah adalah penggarapan lahan pertanian yang 

benihnya berasal dari pemilik lahan, mukhabarah adalah 

penggarapan lahan pertanian yang benihnya berasal dari 

petani penggarap sedangkan musaqah adalah 

penggarapan lahan yang mana benih nya tergantung 

kesepakatan diantara kedua belah pihak. 

7. Berakhirnya Muzara‟ah 

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan akad 

Muzara‟ah berakhir yakni: 

1. Meninggalnya salah seorang yang berakad 

2. Penyimpangan yang dilaksanakan penggarap dalam 

akad Muzara‟ah‖ 

3. Terdapatnya halangan atau Uzur atas permintaan 

diantara pihak dan pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi 

dapat melanjutkan pekerjaannya. Uzur yang 

dimaksud antara lain ialah: 

a) Pemilik lahan terlilit hutang, sampai-sampai 

lahan pertanian tersebut harus ia jual, sebab tidak 

terdapat harta lain yang dapat melunasi hutang 

itu. Pembatalan ini dilakukan melalui campur 

tangan hakim. Akan tetapi bilamana tumbuh-
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tumbuhan tersebut sudah berbuah, tetapi belum 

layak panen, maka lahan tersebut boleh dijual 

sebelum panen 

b) Terdapatnya uzur petani, seperti sakit atau harus 

melakukan perjalanan keluar kota, atau sakit 

yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh 

sehingga ia tidak mampu melaksanakan 

pekerjaannya.
60

 

8. Hikmah Muzara‟ah 

Hikmah muzara`ah adalah Memberi pertolongan 

kepada petani khususnya petani penggarap untuk 

mempunyai penghasilan sehingga dapat menambah 

pendapatan, memenuhi kebutuhan hidup, tercapainya 

asas tolong menolong antar masyarakat  dan dapat 

mempererat tali persaudaraan dengan pemilik tanah. 
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